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ABSTRAK

Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya
dengan  Esensi Perkawinan (Perspektif Magasid Asy-Syari’ah)”, Tesis,
Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga, 2017.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya program kursus pra nikah yang
dicanangkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas)
dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga.
Program kursus ini menjadi sangat penting dan vital bagi pasangan calon
pengantin. Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus
ditempuh untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan
rumah tangga itu sendiri. Untuk itu, penyusun merasa perlu untuk menemukan
hakikat dari adanya program kursus tersebut melalui pendekatan filosofis dengan
harapan agar pihak penyelenggara dan peserta menyadari arti penting dari
program kursus pra nikah itu bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kajian ini
difokuskan pada 1) alasan lahirnya peraturan Dirjen Bimas tentang
penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di
dalamnya, 2) urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan
esensi perkawinan dalam Islam perspektif magasid asy-syari’ah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif
deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.11/542
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan
primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah,
serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, pertama sebagai upaya menciptakan keluarga
sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja
Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.11/542
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kedua, Kursus
pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maslaha/k) dan
kursus pra nikah merupakan al-magasid at-tabi’ah (tujuan pengikut) bagi sebuah
pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya hifz an-nasl sebagai
al-magqasid al-asliyyah (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah
memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek
ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu,
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penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan hifz an-nasl
dan hifz al- ‘ird.

Terkait dengan penyelenggaraan kursus pra nikah di lapangan, penyusun
dapat memberikan beberapa catatan. Pertama, pihak penyelenggara diharapkan
lebih serius dalam menjalankan program kursus pra nikah dengan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kedua, para calon pengantin diharapkan
serius dan menjadikan kursus pra nikah sebagai wadah penyaluran ilmu dan bekal
dalam berkeluarga. Ketiga, pemerintah hendaknya menyediakan alokasi dana
yang memadai bagi pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan
bagi terselenggaranya kursus dapat disediakan dan dipenuhi. Keempat, pihak
penyelenggara hendaknya lebih menggalakkan program kursus pra nikah dengan
rajin memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kelima, pihak
penyelenggara hendaknya membuat aturan tegas terkait keikutsertaan calon
pengantin dengan memberikan sanksi kepada calon yang tidak mengikuti kursus
tanpa alasan yang dibenarkan. Keenam, orang tua hendaknya juga dilibatkan
dalam pelaksanaan kursus pra nikah dengan cara mewajibkan kepada orang tua
untuk memberikan pemahaman tentang kursus pra nikah dan juga ikut hadir
dalam pelaksanaannya. Ketujuh, materi yang diberikan sebaiknya lebih dipilah
mana yang lebih penting dan bermanfaat bagi calon pengantin.
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MOTTO

100 o Sokaly oKl 148 1500 cplll il

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan

keluargamu dari (siksa) api neraka...”. (Q.S. at-Tahrim (6):6.)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10
September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Al Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif _ Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba b Be
< Ta t Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha kh ka dan ha
2 dal d De
3 zal z zet (dengan titik di atas)
B Ra r Er
J zai z Zet
o Sin S Es
o syin sy es dan ye
o= sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
g Ain ‘ koma terbalik di atas
a gain g Ge
- Fa f Ef
3 qaf q Qi
4 kaf k Ka




J Lam I El

e mim m Em

o nun n En

5] nawu w We

> Ha h Ha

3 hamzah ' Apostrof
¢ Ya y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

dadatia ditulis Muta’addidah

B ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

LN ditulis Hikmah

Qi ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis h.

sl ¥ Al S ditulis Karamah al-auliya’

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.
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Rl ditulis Zakatul figri
D. Vokal Pendek
e ditulis a
o ditulis [
5 dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
4lala ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis yas’a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
pS ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis u
s ditulis furtid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya mati ditulis Al
asiy ditulis bainakum
Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis gaulun
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostrof
A} ditulis a’antum
| ditulis u’iddat
Al S il ditulis la’in syakartum

H.

Kata sandang Alif + Lam

1. Biladiikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “1”

OILAY ditulis Al-Qur’an
LAl ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

slad) ditulis as-Sama’
A ditulis asy-Syams
I.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
wag Al gl ditulis Zawi al-furiid
aaud dai ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
s ENEAL 2

pras A2 ey o 0SS DU pSLly BDLally conpe 13155 aans Bl T bl ) &1 ol
cdny ol g U Ol o elly g AT Jog A oyt 1Y)

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam Yang Maha Esa, Sang
Pemilik Segala ilmu pengetahuan. KasihNya tiada pilih kasih dan sayangNya
tiada terbilang. Kemudian ucapan syukur yang tak terhingga ke hadiratNya,
karena dengan rahmat dan karuniaNya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang
berjudul: “URGENSI PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH DAN
RELEVANSINYA DENGAN ESENSI PERKAWINAN (PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH)”, -yang merupakan pertolongan Allah swt. yang
diberikan kepada penyusun- dengan segenap perjuangan, usaha dan do’a yang
ditutup dengan tawakkal. Sekali lagi alhamdulillah, dengan rasa haru dan bangga

penyusun sampaikan rasa terima kasih ini kepada Allah swt.

Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, sang
pencerah utusan Tuhan, penutup sekalian rasul yakni Nabi besar Muhammad saw.
Beliaulah sosok yang telah bersusah payah mengangkat derajat sekalian manusia

dari alam kebodohan ke alam berilmupengetahuan.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud
dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima
kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih

penulis tujukan kepada:

Xiv



Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum, beserta para Wakil Dekan 1, 1, dan 111 beserta staf-stafnya.
Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr.
Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program
Magister (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku
Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela
meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam
menyelasaikan tesis ini.

Bapak Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA)
yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di
Prodi Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag,. M.Hum. selaku dosen pembimbing
seminar proposal tesis.

. Orangtuaku tercinta Ayah Yuliar. H dan lbu Baiyar, serta adekku Putri
Amelia, M. Riski, M. Saufi dan M. Afdhol.

Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015,
terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu
diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas

semua kebaikan kita. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

XV



diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas

semua kebaikan kita. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba
karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun
menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada
ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi

sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

1520310103

xvi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ot I
PERNYATAAN KEASLIAN ... I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ... ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ......ooi e v
NOTA DINAS PEMBIMBING.........ooiiiii e %
ABSTRAK s Vi
MOTTO s viil
PERSEMBAHAN. . ...t IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ..o X
KATA PENGANTAR .o Xiv
DAFTAR ISH ot XVii

BAB1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............ccccooceiiiiiiiieiecc e 1
B. Rumusan Masalah ..o 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........cccoovviiiiinencncncneneen 7
D. Kajian PUSTAKA .......cccooiiiiiiiiiieieiesc e 8
E. Kerangka TeONItIK .......ccociveiiiiieiiecece e 12
F. Metode Penelitian .........cccoooviiiiiiiiece s 15
G. Sistematika Pembahasan ............ccccocevveiiiinininieiesee e 19

BAB Il TUJUAN DAN PRINSIP PERKAWINAN & TEORI MAQASID

ASY-SYARI’AH

A. Tujuan dan Prinsip Perkawinan ............cccocvevinininnenc e 21

B. Teori Maqasid aSy-Syari’ah ............cccccoivioioaienieiesicneseseins 35
1. Pengertian Maqasid asy-Syari’ah ..........c.cccooevniiiiniennnnnn. 35
2. Pembagian Magqasid asy-Syari’ah .............ccccociviiiiiiiinnnnnnnn. 41
3. Perkembangan Magqasid asy-Syari’ah ........c..ccccccoovevcviveiinennns 53

XVii



BAB 111

BAB IV

KURSUS PRA NIKAH; PEDOMAN PENYELENGGARAAN,

KURIKULUM DAN SILABUS

AL KUISUS Pra NIKah ..o 64
B. BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
dan Kursus Pra NIKah ..........ccccoiieiiiiniieeceseee e 70
1. Sejarah Singkat Berdirinya BP4 ..........cccccooveiiciiiie e, 70
2. Peran dan Fungsi BP4 Terkait dengan Kursus Pra Nikah ....... 73
C. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: Peraturan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 ...... 77
1. Pedoman Penyelenggaraan ..........ccccccevveveeieseeiesieeseesee e 77
2. Kurikulum dan Silabus ..........cccooceiiiiiiiniieee e 84

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI’AH: URGENSI DAN RELEVANSI

DENGAN ESENSI PERKAWINAN

A. Urgensi Pra Nikah dalam Kebutuhan Daririyyah......................... 91
B. Relevansi  Kurikulum Kursus Pra Nikah dengan Tujuan
PerKAWINANN. .....cviiiieiieie e 101
1. Aspek PendidiKan ..........cccocoeiiiieiiiie i 101
2. Aspek Keberagamaan ..........cccceevveieeiieiniee e see e 104
3. ASPEK EKONOMIL...cviiiiiiiiiiiieieee e 105
4. Aspek Sosiologis dan Sosial Budaya............cccceeveiiiiiiinnnnns 109
5. ASPEK PSIKOIOQIS....ccviiiieiiiciee e 111
6. ASPEK BIOIOQIS......viiiiiiieiiicee e 113

C. Relevansi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dengan Magasid Asy-
Syari’ah: Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz an-Nasl) dan

Kehormatan (Hifz al- Trd) ..o 114
1. Kursus Pra Nikah dan Hifz an-Nasl...........ccccccooveiviiiininennnnen. 114

XViii



2. Kursus Pra Nikah dan Hifz al-Ird.........ccccccooveevieiiiieeeineenn, 129
D. Refleksi KUrsus Pra NiKaN..........cooovieooie e 133

BABY PENUTUP

A, KESIMPUIAN .ot 141
B. SArAN .o 142
DAFTAR PUSTAKA .ottt 144
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
DAFTAR TERJEMAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

XiX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk
rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan sakinah,* mawadah?® wa
rahmah.® Ditambah lagi dengan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak
keperdataan biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak

abadi (misagan ghalza).* Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan

! sakinah berasal dari kata sakana yang berarti diam; tenangnya sesuatu setelah bergejolak.
itulah kenapa pisau dinamakan sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang
disembelih menjadi tenang, tidak bergerak setelah tadinya meronta. Sakinah dalam perkawinan
adalah sakinah yang dinamis dan aktif karena ia tidak mati seperti binatang. Lihat Deni Sutan
Bahtiar, Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah (Jakarta: Amzah, 2012), him. 29.

2 Mawaddah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata wadda, yawaddu, mawaddah yang
berarti mencintai. Dalam Al-Qur’an sendiri, kata mawaddah dengan segala bentuk variannya
terulang sebanyak 29 kali. Dalam bahasa Indonesia, kata mawaddah sering diartikan dengan cinta
dan kasih sayang. Lihat Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan
Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul))”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Bandingkan dengan definisi yang dikutip Mardani, mawaddah adalah kehidupan anggota
keluarga dalam suasana cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu sama
lain. Lihat Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), him. 27.

¥ Rahmah adalah sebagai kata ganti dari kata “anak”. Artinya, dengan adanya perkawinan
antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disyari’atkan Tuhan atas dasar
kasih sayang dan cinta kasih, maka terjadilah hubungan badan yang menyebabkan lahirnya anak
atau keturunan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Atau rahmah dapat juga dimaknai dengan
orang tua atau masa tua. Lihat Nurdhin Baroroh, “Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul))”, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi
Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Lihat juga
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Ull Press, t.t.), him. 553

* Misagan Ghaliza dijelaskan dalam beberapa karya terdahulu, diantaranya: pertama, ia
bermakna janji yang dikokohkan dengan sekokoh-kokohnya, lihat. Isma’il Abu al-Fida’, Rih al-
Bayan (Beirut: Dar el-Fikr, t.t.), Il: 316. Defenisi lain, ia adalah sebuah janji kokoh yang menjadi



melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi

mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan
kursus pra nikah bagi remaja usia nikah.®> Kursus Pra Nikah adalah pemberian
bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran
kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.’
Sementara remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-
kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Artinya, usia laki-
laki dan perempuan yang dituju dalam peraturan tersebut berdasarkan usia
minimal perkawinan.” Peraturan Dirjen tentang kursus pra nikah ini berkaitan
juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.

pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling kuat dan paling besar dampak
hukumnya, lihat Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Mesir: Musthofa al-Babi,
1946), 1V: 211.

® Pertimbangan atas perlunya menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra
Nikah.

® pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:
DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

" Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Ayat (1) Undang -Undang Nomor
| Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Ada enam prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-
undang Perkawinan:® pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, perkawinan menganut asas
monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari
hukum dan agama yang bersangkutan, seorang seorang suami dapat beristri
lebih dari satu orang. Keempat, calon suami istri harus sudah memiliki
kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir
untuk bercerai. Kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Keenam, hak dan
kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga

maupun dalam pergaulan masyarakat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu
bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari goncangan, maka ia
harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang
kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama
yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri.® Kursus
pra nikah juga merupakan tahap yang harus dilalui oleh remaja usia nikah dan

calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan

8 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 48.

% Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), him. 254.



adanya program kursus ini, setiap pasangan yang menikah dapat menjalani

rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai.

Ahmad Rajafi menambahkan pembinaan moral sangat diperlukan
karena Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas
pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, dan
lain-lain telah tercipta sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita baiti
jannati dan visi sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan pernah

terbangun. ™

Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan
popular dalam kajian hukum adalah zikmah at-tasyri’ wa falsafatuhu (hikmah
dan filosofi pembentukan hukum Islam).** Secara filosofi, hukum Islam
mesti dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum,
prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang
dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum

Islam.*?

Begitu pula dengan kursus pra nikah, di dalam aturan yang dibuat
pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya

peraturan terkait. Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata

10 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana
Publisihing, 2015), him. 126.

1 Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), him. 80.

2 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2002), him. 16.



muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Diperlukan kajian mendalam

yang dalam hal ini dapat dicapai dengan magasid asy-syari’ah.

Salah satu bunyi pasal dalam peraturan kursus pra nikah berbunyi:

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga.

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan
kursus pra nikah, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Semua
tujuan yang tertera dalam bunyi Pasal tersebut tidak lepas dari upaya
menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa
berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (ad-daririyyat), sekunder (al-
hajiyvat dan tersier (at-tahsiniyyar).”® Oleh karena itu, pemikiran hukum
secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum
yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan

kemaslahatan manusia seluruhnya.

Asy-Syatibi dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sesungguhnya

syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan

13 Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli
magqasid tradisional, khususnya asy-Syatibi. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama
dengan Klasifikasi yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki
kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhan-
kebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhan-
kebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy-
Syatibl dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Audah,
al-Magqasid untuk Pemula, terj. ‘Ali ‘Abdel Mon’im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), him. 12.



akhirat. Pernyataan asy-Syatibi tersebut memberikan pemahaman bahwa
kandungan magasid asy-syari’ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan
umat manusia. Pemahaman magasid asy-syari’ah mengambil porsi yang
cukup besar dalam karya asy-Syatibi, al-Muwafagat™® Asy-Syatibi juga
membagi tujuan hukum kepada dua orientasi, ad-dunyawiyah dan al-
ukhrawiyah. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah
antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu
secara nyata tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Di samping itu,
dengan pembagian tersebut kita bisa menarik garis yang jelas antara ranah
hukum yang boleh dikembangkan melalui ijtihad dan ranah hukum yang

tidak boleh dilakukan ijtihad.*

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk
memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam
mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta
perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah disebutkan oleh asy-
Syatibi. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat.
Contoh kecil dapat kita lihat dari pelaksanaan nikah yang dimulai dengan
proses peminangan hingga reproduksi yang keduanya (peminangan dan
reproduksi) merupakan aktifitas duniawi. Demikian pula dengan segala

aktifitas yang terdapat dalam pernikahan pasti berorientasi kepada akhirat.

1 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 1996), him. 64.

5 1bid., him. 73-74.



Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik
untuk mengkaji urgensi pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dan
relevansinya dengan kehidupan perkawinan dari sudut pandang magasid asy-
syari’ah. Harapan besar supaya masyarakat Islam Indonesia —baik remaja
usia nikah maupun pihak penyelenggara- dapat memahami tujuan, hakikat,

cita-cita, nilai dan hikmah dari peraturan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan
masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat
Peraturan Nomor: DJ.Il/542 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan apa unsur-unsur yang diatur di
dalamnya?

2. Apa urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan

esensi perkawinan dalam Islam perspektif magqasid asy-syari’ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan alasan filosofis dibuatnya peraturan tentang pedoman
penyelenggaraan kursus pra nikah dan unsur-unsur di dalamnya.

2. Menjelaskan kursus pra nikah dari sudut pandang magqasid asy-syari’ah.



Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan diskusi bagi semua pihak yang ingin mendalami
Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor:
DJ.1I/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra
Nikah, khususnya dalam hal program kursus pra nikah.

2. Sebagai bahan tambahan sumber rujukan bagi mahasiswa yang

membahas kursus pra nikah.

D. Kajian Pustaka

Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan.
Demikian juga studi-studi yang membahas tema-tema di sekitar pelaksanaan
kursus pra nikah. Berbagai studi tersebut dapat penyusun Klasifikasikan

dalam beberapa kelompok yang akan dipaparkan.

Pertama, studi yang membahas efektifitas pelaksanaan kursus pra
nikah. Studi yang masuk dalam kelompok ini antara lain studi yang dilakukan
oleh Suci Cahyati Nasution dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kursus
Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, menggunakan
pendekatan normatif-yuridis dan jenis penelitian lapangan ini menyimpulkan
bahwa pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin belum

berjalan sesuai aturan. Pelaksanaan program penasihatan pra nikah di KUA



Kecamatan Sungai Kanan kurang efektif.'®

Ari Azhari dalam karya yang
berjudul Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Studi Komparatif Di Kantor Urusan
Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan
Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY menyebutkan bahwa pertama,
proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Gondokusuman relatif lebih
singkat dibandingkan dengan Lembaga Kevikepan DIY. Materi kursus pra
nikah yang diberikan di KUA Gondokusuman hampir sama dengan Lembaga
Kevikepan DIY meski dalam penyampaian berbeda. Di KUA Gondokusuman
hanya secukupnya, berbeda di Lembaga Kevikepan yang menyampaikan
materi lebih jelas dan rinci. Kedua, faktor pendukung keberhasilan kursus pra
nikah di Kevikepan DIY adalah para pengajar yang mempunyai kompetensi
dan kapabilitas di bidangnya.!” Isti Yuliani dalam skripsi yang berjudul
Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta
menyimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Polres
Sleman bagi anggotanya wajib diikuti oleh setiap anggota yang ingin

menikah. Pembimbing kursus pra nikah di Polres Sleman bukan ahli

1% Suci Cahyati Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh
KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

" Ari Azhari, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah (Studi Komparatif Di Kantor Urusan Agama
Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga
Kevikepan DIY)”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.
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konseling dan kurang memiliki pengetahuan agama, sehingga bimbingan

yang diberikan kurang optimal.*®

Kedua, studi yang membahas implikasi kursus pra nikah. Studi yang
termasuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Abdi Munif Effendi
dalam skripsi yang berjudul Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya
Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Studi di KUA Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008, menggunakan
pendekatan sosiologis, psikologis dan historis, jenis penelitian lapangan (field
research). Dalam skripsinya disimpulkan bahwa penyuluhan pra nikah
berimplikasi positif dan memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat

untuk mewujudkan sebuah keluarga menjadi sakinah.*®

Ketiga, studi yang membahas persepsi peserta kursus pra nikah. Studi
yang masuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Kotimah dalam
skripsi yang berjudul Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap
Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY,

berjenis penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa tanggapan peserta

'8 Isti Yuliani, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2006.

9 Abdi Munif Effendi, “Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan
Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun
2006-2008)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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kursus calon pengantin mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah

baik dan menerima adanya kegiatan ini.?

Keempat, studi yang membahas faktor penghambat dan pendukung
pelaksanaan kursus pra nikah. Studi yang termasuk dalam kategori ini antara
lain karya Rika Nurkhusna yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah
di Bintal TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, ia
menyimpulkan yang menjadi pendukung pelaksanaan kursus pra nikah di
antaranya; bimbingan pra nikah merupakan program wajib di Bintal TNI-AD
Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, fasilitas dan sumber daya
manusia yang mendukung, metode yang efektif dan sikap pembimbing yang
ramah. Sementara faktor penghambat di antaranya; waktu yang berbenturan
dengan kegiatan lain, belum ada jadwal khusus untuk pelaksanaan bimbingan

dan kurangnya fasilitas penunjang seperti brosur.?

Berangkat dari penelitian terdahulu di atas, memang sudah banyak
kajian tentang kursus pra nikah, baik yang membahasa dari sudut efektifitas,
implikasi, persepsi maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
program kursus pra nikah. Namun, sejauh pengetahuan penyusun belum ada
yang membahas kursus pra nikah dari sudut magasid asy-syari’ah. Tentunya,

inilah yang membedakan penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian-

0 K otimah, “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di
BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

2! Rika Nurkhusna, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043
Garuda Hitam Bandar Lampung”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan
dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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penelitian yang sudah ada. Ditambah lagi pendekatan dan jenis penelitian

juga berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga.?? Pra Nikah berasal dari kata “Pra”
dan “Nikah”. Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum; di
muka.”® Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk

bersuami istri (secara resmi); perkawinan.?*

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk

mengurangi angka perceraian.® Hal ini tergambar pada materi pokok yang

%2 pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:
DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), him. 697.

2 |bid., him. 614. Perkawinan/pernikahan secara bahasa berarti al-jam’u dan ad-dommu
yang bermakna “berkumpul menjadi satu”. Sedangkan menurut istilah syarak, perkawinan adalah
suatu akad yang di dalamnya terdapat kebolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan
lafal “mengawinkan” atau “menikahkan”. Lihat Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al-
Mu’in, terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), him. 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi;
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam KHI Pasal 2 disebutkan; ‘“Perkawinan menurut
hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaagan ghaliidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

%> Saat Indonesia belum mempunyai standar payung hukum tentang pelaksanaan program
pendidikan pra nikah, di beberapa negara telah dahulu menerapkan upaya semacam workshop
keluarga sakinah. Singapura misalkan mewajibkan calon pengantin mengikuti pendidkan pra nikah
yang mereka namakan dengan Pendidikan Bimbingan Rumah Tangga. Setelah selesai, mereka
(calon pengantin) akan mendapatkan sijil (sertifikat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pernikahan
Islam Setempat. Di Eropa, program nasihat sebelum perkawinan bagi pasangan yang hendak
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termuat dalam kurikulum dan silabus pra nikah. Setidaknya terdapat 19
materi yang terbagi dalam kelompok dasar dan kelompok inti. Semua materi
tersebut memuat segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan (pra
perkawinan, pasca perkawinan dan undang-undang). Dari sini tergambar
bahwa Islam memiliki tujuan dasar untuk menciptakan dan menjaga
kemaslahatan umat manusia. Secara umum, tidak semua tujuan itu termuat
secara jelas dan nyata dalam teks-teks suci; Al-Qur’an dan Hadis Nabi
Muhammad saw. Untuk itu, dengan metode magqgasid asy-syari’ah, tujuan-

tujuan mulia yang dijunjung tinggi oleh Islam akan dapat ditemukan.

Magasid asy-syari’ah didefinisikan dengan, pertama hikmah dibalik
suatu hukum, kedua tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum,
ketiga tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, dan
keempat kemaslahatan-kemaslahatan.® Magdsid asy-syari’ah Sebenarnya
merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh

hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa.?’

Musthafa al-Maraghi memahami Q.S. al-Anbiya’ (21): 107 “wama
arsalnaka illa rahmatan li al-‘alamin” maksudnya adalah Nabi Muhammad

saw. diutus ke dunia ini membawa hukum-hukum yang di dalamnya

kawin setara dengan kuliah satu semester. Lihat Modul Keluarga Sakinah Berperspektif
Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kemenag RI, 2012).

% Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syari’ah, terj. Rosidin dan
‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), him. 31.

27 yudian Wahyudi, Hukum Islam antara Filsafat dan Politik (Yogyakarta: Pesantren
Nawesea Press, 2015, him. 73.
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bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan
akhirat. Hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah saja yang mengabaikan
kemaslahatan itu. Ini disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran
dalam dirinya. Mereka tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan
nikmat Allah swt., sehingga mereka tidak dapat memperoleh kebahagiaan

hidup di dunia dan akhirat.?®

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama dari syari’at adalah
menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kewajiban-kewajiban dalam
syari’at adalah memperhatikan magasid asy-syari’ah.?® Melestarikan lima hal
pokok dalam agama merupakan keharusan yang mesti ada dalam kaitannya
manusia ingin maju dan berkembang. Kehidupan manusia akan terancam jika

mereka tidak bisa menjaga lima hal pokok tersebut.*

Lima hal pokok tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan
harta. Dalam usaha menjaga lima hal itu, asy-Syatibi membagi kepada tiga
tingkatan magqasid, yaitu ad-Dariariyyat (primer), al-Hajiyyat (sekunder) dan
at-Tahsiniyyat (tersier). Magasid ad-Daruriyyat merupakan sesuatu yang

harus dipenuhi dan tidak bisa dihindari dalam menopang kemaslahatan dunia

%% Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Mardghi, cetke-2 (Beirut: Dar al Kutub al-
‘Ilmiyah, 2006), VI: 206.

» Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian
Wahyudi, (Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 229.

%0 Masruhah, “Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah Tentang Pelaksanaan Program Keluarga
Berencana (Studi Analitik di Desa Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang)”, Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016.
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dan akhirat. Magasid al-Hajiyyat merupakan sesuatu yang dibutuhkan
manusia untuk mempermudah pencapaian kebutuhan ad-daririyyat (primer).
Sedangkan magasid at-tahsiniyyat sesuatu yang kehadirannya bukanlah
merupakan keniscayaan maupun kebutuhan, hanya memperindah perwujudan
ad-darariyyat, al-hajiyyat®* Tiga tingkatan magasid tersebut harus dilihat
secara holistik tidak secara terpisah-pisah. Kesatuan magasid ini sepenuhnya
harus dilihat dalam wilayah yang lebih luas. Sehingga mampu menjangkau
ranah yang yang luas juga. Secara holistik juga, magasid akan mampu
melakukan reformasi hukum sebagai respon terhadap masalah-masalah

kontemporer.

Lima hal pokok yang harus dijaga tersebut menyangkut pangkal dan
ujung kehidupan manusia.** Oleh karenanya, magasid asy-syari’ah mempunyai
sejarah dan perkembangan dalam konsep dan teorinya dengan harapan agar dapat

disesuaikan dengan kehidupan manusia saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian pustaka,

yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan

31 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syaria’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 1996), him. 71.

%2 Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga
Ukhuwah, cet. ke-2 (Bandung: Ikapi, 1994), him. 169.
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keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dikaji

dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik, dimana
penyusun menguraikan secara sistematis pandangan magqasid asy-syari’ah
terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus
Pra Nikah. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah

dan tujuan peraturan terkait pra nikah.

. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang dibutuhkan
oleh seorang peneliti. Adapun langkah yang penyusun gunakan sebagai

berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Penelitian ini membutuhkan data berupa tulisan tentang
pelaksanaan kursus pra nikah sebagai salah satu media pemberian
bekal dan pengetahuan kepada remaja usia nikah dan calon

pengantin dalam menjalankan rumah tangga kelak.
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b. Bahan

1) Bahan Primer
Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data.** Dalam hal ini, Peraturan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.I1/542 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan
data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun
secara langsung.
2) Bahan Sekunder
Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data.®* Adapun bahan sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian
terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-
sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti dalam tesis ini.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan filosofis.

Pendekatan filosofis adalah menjelaskan inti atau hakikat dan

hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya

%3 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013), him. 376.

* 1bid.
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mendasar dari objek tersebut.®® Selanjutnya, Alfasi menggunakan kata
magqasid asy-syari’ah Ketika membahas rahasia-rahasia atau hakikat
hukum yang ditetapkan Allah.*® Inti dari magasid asy-syari’ah adalah
untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan
penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan agama.

Untuk itu, dengan menggunakan teori magqgasid asy-syari’ah
penyusun mencoba memahami dan menemukan nilai-nilai yang melekat
pada Peraturan Kursus Pra Nikah. Sebab, hadirnya sebuah hukum
maupun aturan tidak pernah lepas dari dimensi nilai yang dimuat oleh
hukum dan aturan tersebut. Hal ini untuk menjelaskan bahwa aturan yang
terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kursus Pra Nikah dapat memberi kesadaran kepada masyarakat untuk
menyadari kebenaran yang terdapat dalam aturan tersebut dan
menjalankannya dengan kesadaran sebagaimana mereka menjalankan

agama mereka.
5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dianalisis

dengan seksama sesuai referensi yang ada, melalui metode induktif yaitu

% Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 42.

% T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, him. 1.
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dengan cara meneliti seluruh isi peraturan yang ada kemudian ditarik

kesimpulan secara general yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami dan sistematis,
penyusun membagi pembahasan ini ke dalam V ( lima) bab. Selanjutnya

dipaparkan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Merupakan bab yang berisi alasan pemilihan judul
penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi
titik fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi gambaran
pentingnya dilakukan penelitian, kajian pustaka sebagai bukti bahwa
penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, kerangka teori yang berisi
teori sebagai kerangkan analisis bagi penyusun untuk menganalisis data-data
yang ditemukan, metode penelitian yang memuat panduan dalam melakukan
penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran

dari alur penelitian.

Bab Il memuat konsep perkawinan dan teori magasid asy-syari’ah.
Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan konsep
perkawinan, seperti tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip  perkawinan.
selanjutnya, teori magasid yang memuat pengertian, pembagian dan

perkambangan magasid.
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Bab 11l memuat kursus pra nikah dan perkembangannya. Dalam bab
ini penyusun memaparkan pengertian kursus pra nikah hingga aspek-aspek di
dalamnya. Kemudian, akan dijelaskan juga bagaimana perkembangannya
yang penyusun peroleh dari tulisan-tulisan yang terkait dengan kursus pra
nikah. Sejarah dan peran BP4 juga akan dibahas dalam bab Il ini. Sehingga

akan diketahui sejauh mana peran BP4 terhadap kursus pra nikah.

Bab IV berisi analisis terhadap urgensi dan relevansi pedoman
penyelenggaraan kursus pra nikah dengan magasid asy-syari’ah. Dalam hal
ini yang akan dianalisis adalah kursus pra nikah sebagai kebutuhan primer,
relevansi kurikulum kursus pra nikah dengan tujuan perkawinan dan relevansi
kursus pra nikah dengan konsep #ifz an-nasl dan konsep #ifz al-ird serta

refleksi pelaksanaan kursus pra nikah.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan
dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran

ataupun  kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan dianalisa oleh penyusun
tentang urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah perspektif magasid asy-
syart’ah, secara garis besar dapat disimpulkan:

1. Sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal
pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran
kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian
Agama membuat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus pra
nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon
pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk
kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di samping pasal-pasal, unsur-
unsur penting yang dijadikan materi dalam peraturan tersebut dimuat
dalam kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

2. Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif
(maslakah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqasid at-tabi’ah (tujuan
pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung
terwujudnya Aifz an-nasl sebagai al-magasid al-asliyyah (tujuan asal).
Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek
pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis,

dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga

141
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memiliki relevansi dengan hifz an-nasl dan Aifz al-‘ird. Di mana
perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan
adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu
(perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan
memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara

mengikuti kursus pra nikah.

B. Saran

1. Pihak penyelenggara diharapkan lebih serius dalam menjalankan
program kursus pra nikah dengan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaannya.

2. Para calon pengantin diharapkan serius dan menjadikan kursus pra nikah
sebagai wadah penyaluran ilmu dan bekal dalam berkeluarga.

3. Pemerintah hendaknya menyediakan alokasi dana yang memadai bagi
pelaksanaan program kursus pra nikah agar segala kebutuhan bagi
terselenggaranya kursus dapat disediakan dan dipenuhi.

4. Pihak penyelenggara hendaknya lebih menggalakkan program kursus pra
nikah dengan rajin memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat.

5. Pihak penyelenggara hendaknya membuat aturan tegas terkait
keikutsertaan calon pengantin dengan memberikan sanksi kepada calon
yang tidak mengikuti kursus tanpa alasan yang dibenarkan.

6. Orang tua hendaknya juga dilibatkan dalam pelaksanaan kursus pra nikah

dengan cara mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan
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pemahaman tentang kursus pra nikah dan juga ikut hadir dalam
pelaksanaannya.

Materi yang diberikan sebaiknya lebih dipilah mana yang lebih penting
dan bermanfaat bagi calon pengantin. Seperti materi membangun
Keluarga Berkesetaraan, Kesetaraan Gender dalam Islam, Konsep
Keluarga Harmonis dalam Islam, Kesehatan Reproduksi, Kekerasan
dalam Rumah Tangga, Keterlibatan Laki-laki dalam Kesehatan

Reproduksi, Keterampilan Komunikasi.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1)

)

(3)

(4)

()

(6)
(")

kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan
keluarga.

Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan
perempuan muslimah 16 tahun.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami,
mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul
karimabh.

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4
adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kerja
Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah
memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus
pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan
rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta
mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IlI
PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah

memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;



(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja
sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau
organisasi keagamaan Islam lainnya.

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah
dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan
baru.

Bagian Kedua
Sarana
Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda
bukti kelulusan;

2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus;

3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan;

BAB IV
PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan
perkawinan.

BAB V
MATERI DAN NARASUMBER
Pasal 8

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Kelompok dasar



)
©)

(4)

(1)

()

b. Kelompok Inti
c. Kelompok Penunjang

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan
ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djdmil, MA
A NIP. 195704141982031003 £




Y

e

N

\
/) Vv
Hlas perd's

“

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.11/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta
pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan
adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga
turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah
keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya
jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada
lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan
mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut
keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam
mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila
memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota
keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya
nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan
keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua
calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai
peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk
kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan
perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi
rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan
pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang
calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam
rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak
berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir
dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan
singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah
satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon
pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan
rumah tangga.



Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per
tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab
Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi
dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya Kkrisis
perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas
dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan
bangsa Indonesia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM
yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena
badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam
menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga
tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah
warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen
Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan
implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi
penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian
Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah
dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda
dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon
pengantin biasanya dilakukan olen KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu
memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah
lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau
pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah
pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang
luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai
saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahterah ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional,

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;



10.

11.

12.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/111/Bangda perihal Pelaksanaan
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal
pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga
dan keluarga.

Tujuan khusus :

1.

Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan
mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon
pengantin;

Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan
calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1.

3.

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan
dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang
kehidupan rumah tangga dan keluarga

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu
memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana
kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan
dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga
penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.



4. Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah Pedoman tentang mekanisme
pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi,
narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan
kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB Il
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para
pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat
Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta
badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan
kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam
pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama.
Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura
dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah.
Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan
kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan
Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan
dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu
libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan
kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin
biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari
setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih
luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan
kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para
peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan
pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB IlI
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan
Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan
Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari
Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh
badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya
dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang
di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi



sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon
pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4
kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan
pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan
bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus
pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada
tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat
untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka
perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai
penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan
Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja
Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya,
BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu
pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4
harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV
AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi
1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra
nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat
Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;

b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Cg. Bidang Urusan Agama Islam;

c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian
Agama Kabupaten/Kota Cqg. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor
Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;

b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah;



C.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh
badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

a)

b)

c)

Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & Kinerja
badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang
terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-
indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;

Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah
dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan
atau keinginan masyarakat;

Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan
berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

a)

b)
c)

Keseimbangan fokus antara kelayakan dan Kkinerja badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;

Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan
balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam
komponen yaitu:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

kurikulum dan proses belajar mengajar;
administrasi dan manajemen;
organisasi dan kelembagaan;

sarana prasarana;

ketenagaan;

pembiayaan;

peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam
beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui
prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

a)

b)

organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan
akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
visitasi oleh asesor;



10.

11.

12.

a) penetapan hasil akreditasi;
b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan

memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;

b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis
yang dibuktikan dengan ijazah;

c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah
ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);

d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai ( ruang kantor/ruang belajar/ruang
kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta
kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan
keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga
pengajar;

e) profil badan/lembaga.

Hasil Akreditasi
Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan
saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk
menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan
kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan
dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran
tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam
rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara
kursus pranikah di masa mendatang.

Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat
dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan
diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya
kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati
penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi
berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.



13. Kewenganan Pengawasan

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq.
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah

b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Cq. Bidang Urusan Agama Islam

c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan.

. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi
dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data
dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh
Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi
persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga
mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim ( asesor ) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam
penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara,
verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan
komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:

b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;

c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat
akreditasi;

d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data
pendukung);

e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun,
dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai

berikut :

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait
secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk
melaksanakan tugasnya;



b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;

c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;

d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara
obyektif ke pimpinan;

e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan
Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas
menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan
tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai
dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi
Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan
Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan
klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi
kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan
dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata
organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan
lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan
Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi
keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai
temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan
dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan
Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;

2. instrumen visitasi,

3. rekomendasi atas temuan,

4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah
Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai
berikut:

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat
visitasi.



b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan
keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor
yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

Pembiayaan Visitasi
a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana
akreditasi;

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai
dan layak bagi tim asesor;

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh
lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian
tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana
terlampir.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus,

modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul
disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra
nikah.

Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok

penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study
kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan di lapangan.

Narasumber/pengajar

a. konsultan keluarga,

b. tokoh agama,

c. psikolog, dan

d. profesional dibidangnya.
. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana

APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara

dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan



sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana
APBN/APBD.

Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten
yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti
kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan
kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau
sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai
tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan
perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini
sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat
berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan
dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah
tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk
kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan
diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan
lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat
pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk
sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara
dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

/Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
A NIP. 195704141982031003 £
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Bukan Pajak

3.PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS

4, Surat edaran Mendagri No. 400/564/111/Bangda Tahun
1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS

5.Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.
D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga

sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian

9. Tata Cara Rujuk



KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

JUMLAH

MATA DIKLAT KOMPETENSI INDIKATOR MATERI POKOK URAIAN MATERI JPL | Perte
muan

KELOMPOK DASAR

Kebijakan Kementerian Agama 1
tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

Kebijakan Ditjen Bimas Islam 1
tentang Pelaksanaan Kursus Pra
Nikah

Peraturan Perundangan tentang 1. UU Perkawinan & KHI| - Konsep perkawinan 1
perkawinan dan pembinaan keluarga - Azas perkawinan

- Pembatasan poligami

- Batasan usia nikah

- Pembatalan perkawinan
- Perjanjian perkawinan
- Harta bersama

- Hak dan kewajiban

- Masalah status anak

- Perkawinan campuran

- Pengertian KDRT 1

- Bentuk-bentuk KDRT

- Faktor-faktor Penyebab
KDRT

- Dampak KDRT

- Aturan Hukum

- Tanggungjawab
Pemerintah dan
keluarga 1

2. UU KDRT

3. UU Perlindungan Anak | - Pengertian anak

- Hak anak

- Kedudukan anak dalam
Islam




Hukum Munakahat

Memahami ketentuan-
ketentuan syariah tentang
fikih munakahat

(==

. Menjelaskan

Konsep dasar
perkawinan
Menjelaskan tujuan
dan hikmah
perkawinan

. Menjelaskan syarat

dan rukun nikah
Menjelaskan akad
nikah dan ljab kabul

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
suami isteri

. Menjelaskan

mu’asarah bil
ma’ruf

. Menjelaskan adab

nikah

. Menjelaskan Hak

dan kewajiban
orang tua terhadap
anak

Prosedur Pernikahan

KELOMPOK INTI

Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- Mampu memahami

fungsi-fungsi keluarga

- Mampu menjelaskan
secara kontekstual
fungsi-fungsi keluarga
dengan pengalaman
kehidupan perkawinan
dan keluarga

- Mampu
mengimplementasikan
dalam kehidupan
keluarga melalui action

plan

1. Fungsi Agama.

2. Fungsi Reproduksi.

1.a. Memfungsikan nilai-
nilai ajaran Islam
dalam kehidupan
rumahtangga

b. Fungsi pemeliharaan
fitrah manusia

c. Penguatan tauhid
dengan
pengembangkan
akhlakulkarimah

Fungsi reproduksi yang
didasarkan akad pertawinan




yang suci

3. Fungsi kasih sayang|3.a. Kasih sayang dan efeksi
dan afeksi. sebagai kebutuhan
dasar manusia

b. Kedekatan dan
kelekatan fisik dan
batiniah anak dan
orang tua

c. Ketertarikan kepada
lawan jenis sebagai
sunatullah

d. Kasihsayang sebagai
landasan amal sholeh
yang memberi manfaat
bagi sesama

4. Fungsi Perlindungan. | 4.a. hak dan kewajiban
suami isteri memiliki
fungsi perlindungan

b. perlindungan terhadap
anggota keluarga dari
kekerasan dan
pengabaian

c. perlindungan terhadap
hak tumbuh kembang
anak

5. Fungsi Pendidikan dan|5.a. Fungsi keluarga bagi
Sosialisasi Nilai. pembentukan karakter

b. Fungsi sosialisasi dan
transmisi nilai

c. Fungsi keteladanan dan
modeling

d. Fungsi membangun
benteng moralitas

6. Fungsi Ekonomi. 6.a. Fungsi produksi untuk
memperoleh penghasilan




7. Fungsi Sosial Budaya.

b. Fungsi pembelanjaan
untuk memenuhi
kebutuhan bagi
kelangsungan keluarga

c. Keseimbangan antara
income dan pengeluaran

d. Diperlukan tata kelola
keuangan keluarga

7.a. Keluarga sebagai unit
terkecil dan inti dari
masyarakat

b. keluarga sebagai
lingkungan sosial budaya
terkecil

c. nilai-nilai keluarga
mencerminkan nilai-nilai
dalam masyarakat

d. pengejewantahan nilai-
nilai agama

Merawat Cinta Kasih dalam
Keluarga

1. Nilai-nilai dalam
keluarga untuk me-
wujudkan mu’asyarah
bil ma’ruf :

2. Formula sukses dalam
mengelola kehidupan
perkawinan dan
keluarga

3. Komunikasi efektif
dalam pengelolaan
hubungan keluarga

1.a. larangan menyia-
nyiakan suami/isteri
b. Coolingdown
c¢. menahan diri dan
mencari solusi positif

2.a. Saling memahami
b. Saling menghargai

3.a. Diskripsi komunikasi

yang efektif

b. Komunikasi dalam
keluarga

¢. Komunikasi dalam
kehidupan sehari-hari

d. Macam-macam
komunikasi dalam
keluarga




Manajemen Konflik dalam Keluarga

1. Faktor penyebab
konflik

2. Tanda-tanda perkawinan

dalam bahaya

3. Solusi atau cara
mengatasi konflik

1.a. perbedaan kepentingan
dan kebutuhan
b. komunikasi tidak
efektif
c. hambatan penyesuaian
diri

2.a. Cekcok terus menerus
b. Cara komunikasi yang
merusak hubungan

3.a. Pasangan
b. Keluarga besar masing-
masing pihak
c. Institusi konseling

Psikologi perkawinan dan keluarga

1. Pengertian/Deskripsi

2. Upaya mencapai

keluarga sakinah

3. Membina hubungan

dalam keluarga

1.a. Pengertian psikologi
perkawinan
b. Pengertian keluarga
c. Ruang lingkup
psikologi keluarga

2.a. membentuk akhlak
luhur
b. menegakan
rumahtangga Islami
c. meningkatkan ibadah

3.a. Harmonisasi suami-

isteri

b. Orangtua dan anak

c. Anak dengan anak

d. anak dan anggota
keluarga lain

e. kebersamaan dalam
keluarga




KELOMPOK PENUNJANG

Pendekatan Andragogi

- Konsepsi

Penyusunan SAP (Satuan Acara
Pembelajaran) dan Micro Teaching

Pre Test dan Post Test

Penugasan/Rencana AKsi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

[Direktur Jenderal

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
A~ NIP. 195704141982031003 £
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Terjemahan 3 “Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap
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Terjemahan 4 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
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yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. 45.
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Terjemahan 13 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”. 92.

Terjemahan 14 “Sesungguhnya sesuatu yang termasuk ke dalam tujuan-tujuan
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tujuan pengikut itu termasuk dari tujuan syariat juga meskipun tidak ada
teks”. 98.
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D. Pengalaman Organisasi
1.Ketua Departemen Pendidikan OSIS MA Al-Munawwarah.
2.Bendahara Organisasi Santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah (OSPA).
3.Ketua tabloid Al-Fath Ponpes Al-Munawwarah.

E. Minat Keilmuan: Fikih dan Ushul Fikih
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Yogyakarta, 10 Mei 2017

(Zulfahmi)
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